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Abstrak 
Nikah tafwidh adalah nikah yang di dalam shighat akadnya 
tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar  (maskawin) oleh pihak 
calon suami kepada pihak calon istri. Menurut jumhur ulama, nikah 
tafwidh mengandung 2 kondisi yang disepakati, yaitu pertama tidak 
adanya mahar dan kedua tidak menyebutkan mahar. Mazhab 
Malikiyah melihat kondisi yang kedua adalah pilihan kondisi yang 
dibolehkan, sedangkan untuk kesepakatan ulama bahwa meniadakan 
mahar justru merusak pernikahan. 
Akibat hukum dari nikah tafwidh yaitu yang pertama, 
terhadap hak dan kewajiban suami istri, suami bertanggung jawab 
atas kesejahteraan keluarga serta menjadi pelindung bagi keluarga, 
sementara istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Kedua, 
terhadap hubungan orang tua dan anak, orang tua wajib memelihara 
dan mendidik anak hingga dewasa dan anak wajib menghormati orang 
tua dan mentaati kehendak orang tua dengan baik . Ketiga, terhadap 
harta benda perkawinan, suami tidak wajib untuk membayar mahar 
jika belum campur/ dukhul, cukup membayar mut’ah (pemberian). 
Mahar penuh wajib diberikan apabila telah dukhul atau diantara 
suami/istri meninggal sebelum dukhul. 







1. Esensi Pernikahan 
Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan 
Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap 
umat di sepanjang masa dan seantero jagar raya. Pada 
hakikatnya Islam adalah sistem akidah yang mengatur segala 
perikehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik 
dengan Allah maupun dengan sesama manusia. 
Dalam system Islam terdapat tiga komponen 
fundamental yang berkaitan erat antara satu dengan lainnya 
sehingga menjadi satu kesatuan yang integral, yaitu aqidah, 
syariah, dan akhlak. Pemahaman dan aktualisasi ajaran Islam 
dengan bertitik tolak dari integrasi dan hubungan di antara 
ketiga komponen itu akan mengantarkan seseorang menjadi 
muslim yang kaffah. Di samping itu, Islam sebagai rahmat 
bagi segenap alam akan terwujud dalam setiap kehidupan 
pribadi, keluarga, dan masyarakat.1 
Syariat sebagai kaidah ibadah merupakan sistem norma 
Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, 
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan 
mengatur hubungan manusia dengan alamnya. Fitrah Islam 
yang mengatur manusia dalam ketiga aspek di atas, tidak 
mengenal pemisahan antara negara dengan agama, sistem 
Islam tidak menghendaki negara sekuler. Yang memisahkan 
urusan agama dari urusan negara. Hal  ini telah diperankan 
oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya ketika membangun 
suatu kedaulatan [ada zamannya. Strategi yang diperankan 




 اي أيها الذين أمنوا طيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم ...
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian 
kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpinmu …” 
(QS. An-Nisa’ : 59). 
Dari sudut pandang bernegara, dalam pandangan 
Islam suatu komunitas Islam di mana pun berada, akan 
menghadapi paling tidak tiga kategori hukum, yaitu hukum  
yaitu hukum syariah, hukum fiqih, dan siyasah syar’iyyah. 
Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari 
syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan 
akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin 
mewujudkan perkawinan sebagai perkawinan bertauhid dan 
berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bias 
diharapkan memiliki nilai transcendental dan sacral untuk 
mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan 
syariat Islam. 
Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syariat 
Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan kaidah 
ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia 
serta hubungan manusia dengan alam semesta yang disebut 
dengan kaidah muamalah. Salah satu komponen dari kaidah 
muamalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah 
hukum yang berkaitan dengan al-ahwal asy-syakhsiyah yang 





Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut 
syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap 
muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan 
terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu ikatan perkawinan 
diistilahkan oleh al-Qur’an dengan miitsaqan ghaliidza, suatu 
ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang 
mengandung nilai ibadah, maka memperhatikan 
keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil. 
Dari segi penerapannya, hukum munakahat termasuk 
ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan 
kekuasaan negara. Artinya bahwa dalam rangka pelaksanaan 
atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu 
memberikan landasan yuridis karena negara merupakan 
kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal 
itu.3 
Di Indonesia, penerapan hukum perkawinan Islam 
sebagai hukum positif terwujud dalam prinsip-prinsip hukum 
yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan. UU ini sangat berpegang teguh kepada aturan-
aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak 
secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi 
undang undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya 
suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur 
oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan 
tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut 
mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan 
Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur masalah 
rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 14 yang secara 




Di dalam hukum Islam, rukun nikah terdiri dari: 
a. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan 
b. Wali dari mempelai perempuan 
c. Dua orang saksi 
d. Ijab dan kabul 
Adapun mahar bukan merupakan rukun nikah, ia 
merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu 
disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung.4 
Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan 
syarat nikah, bukan rukun, dengan alasan bahwa Islam 
membolehkan nikah tafwid.5 Akan tetapi hukum mahar itu 
wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang 
perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, 
dan berdosa jika melakukan sebaliknya. 
Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah 
pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk 
saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat 
rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus 
ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-
maksud di atas.6 Perkawinan yang dilaksanakan dengan 
memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, telah memenuhi 
ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah 
oleh hukum. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan 
ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 di 
atas. 
B. Pembahasan 
1. Mahar dalam Islam 
Secara etimologis dalam bahasa Arab mahar adalah 




secara etimologi berarti maskawin.7 Selanjutnya menurut 
Imam Ibnu al-Qasim mahar disebut juga dengan istilah 
shadaq yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang 
wajib diberikan sebab adanya nikah. Ali ibnu al Banda 
diberikan itu disebut shadaq karena memberikan kesan bahwa 
pemberi sesuatu itu benar-benar menunjukkan rasa cinta 
dengan ditandai adanya pernikahan. Dalam istilah ahli Fikih 
selain dipakai istilah Faridhah dan Ajrun dan dalam bahasa 
Indonesia dipakai istilah maskawin atau mahar, sebagian 
ulama menyebut mahar menjadi beberapa istilah yaitu Shadaq, 
mahar, nihlah, faridhah, bahd, ajr, dan alaiq. Kata shadaq dengan 
fathah dan dengan kasrah (sidaq) diambil dari kata "sidqun" 
(kebenaran) untuk membenarkan cinta suami terhadap calon 
istrinya. Shadaq (mahar) bisa juga diartikan penghormatan 
kepada istri. Bentuk jamak dari shadaq adalah asdiqoh untuk 
jamak sedikit dan suduq untuk jamak banyak. 
Sedangkan secara terminologis, al-Jaziri 
menjelaskannya sebagai berikut:  
أما معناه اصطالحا فهو إسم للمال الذي جيب للمرأة يف عقد 
النكاح يف مقابلة اإلستمتاع ويف الوطء بشبهة أو نكاح فاسد أو 
 حنو ذلك
Artinya : Adapun makna shadaq secara istilah adalah nama 
untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada perempuan dalam 
akad nikah sebagai pertimbangan karena memanfaatkan perempuan 
tersebut untuk bersenang-senang juga dalam subhat, nikah fasid atau 





H.S.A al-Hamdani dalam buku Risalah Nikah 
mengatakan: mahar ialah pemberian seorang suami kepada 
istrinya sebelum atau pada waktu berlangsungnya akad 
sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.9 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah 
pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai 
perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam. Apabila diperhatikan, 
pengertian-pengertian mahar di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada 
istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang 
sah dan merupakan tanda persetujuan dan kerelaan mereka 
untuk hidup sebagai suami istri. 
Dalam Hukum Islam diwajibkan bagi seorang laki-laki 
yang hendak menikah dengan seorang perempuan untuk 
memberikan mahar. Meskipun pemberian mahar tersebut 
hanya sebagai simbol atau kecintaan (cinta kasih) seorang 
calon suami kepada calon istri bahwa calon suami benar-
benar mencintainya. Demikian juga dengan calon istri, bahwa 
penerimaan mahar tersebut sebagai symbol tentang tanggung 
jawab seorang perempuan terhadap harta atau apa saja yang 
diamanahkan suami kepadanya. 
Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman 




وآتوا النساء صدقاهتن حنلة . فإن طنب لكم عن شيء منو نفسا 
 فكلوه ىنيئا مريئا .
Artinya: Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kami sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 
mahar) yang sedap lagi baik akibatnya. 
Dalam ayat 4 surah an-Nisa' di atas yang dimaksud 
dengan kata mahar adalah merupakan pemberian yang 
berdasarkan pada sukarela. Ini berarti bahwa mahar adalah 
hak milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau 
saudara laki-lakinya dan merupakaan pemberian dan hadiah 
dari pria terhadapnya. Dengan demikian sungguhpun 
dokumen klasik masih mengandung peninggalan dari konsep 
orisinil (Jahiliah) yang menganggap bahwa pernikahan adalah 
semacam jual beli, namun Islam telah berusaha untuk 
menghilangkan pandangan yang menganggap bahwa mahar 
sebagai harga beli perempuan. 
2. Pengertian Nikah Tafwidh  
Nikah tafwid adalah nikah yang di dalam shighat 
akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar  
(maskawin) oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri.10 
Nikah tafwidh berarti dalam akad nikah tidak disebutkan 
mahar, namun tidak menghilangkan kewajiban suami untuk 





3. Pandangan Ulama tentang Nikah Tafwidh 
Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa nikah 
tafwidh hukumnya boleh, yaitu akad nikah tanpa 
menyebutkan mahar. Dasar yang digunakan adalah ayat al-
Qur’an S. Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi : 
ًة الا ُجناا  ُنَّ فارِيضا وُىنَّ أاْو ت اْفِرُضوا َلا ا َلْا َتااسُّ اءا ما حا عالاْيُكْم ِإْن طالَّْقُتُم النِّسا
  ۚ 
Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas 
kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 
maharnya.  
Menurut jumhur ulama, nikah tafwidh mengandung 2 
kondisi yang disepakati, yaitu pertama tidak adanya mahar 
dan kedua tidak menyebutkan mahar. Mazhab Malikiyah 
melihat kondisi yang kedua adalah pilihan kondisi yang 
dibolehkan, sedangkan untuk kesepakatan ulama bahwa 
meniadakan mahar justru merusak pernikahan.12 
Dua macam kondisi tafwidh tersebut antara lain 
sebagai berikut: 
a. Meyerahkan mahar, seperti ucapan seorang perempuan 
kepada walinya, “Kawinkanlah aku dengan mahar 
apapun yang engkau mau, atau dengan mahar apapun 
yang dikehendaki calon suamiku.” 
b. Menyerahkan diri untuk dinikahi,  
Ketika seorang wanita yang cerdas -baik perawan 
maupun janda- berkata kepada walinya, “Nikahkan aku 




tanpa maskawin atau dengan maskawin tetapi tidak  
menyebutkannya maka ini disebut tafwidh shahih.13 
Tafwidh dari wanita yang tidak cerdas (baligh dan 
berakal) adalah tidak sah, sebab penyerahan diri 
merupakan pelimpahan, dan tentu wanita yang demikian 
tidak bisa melakukan hal seperti ini. Apabila tafwidh shahih 
terjadi, menurut pendapat yang azhar, suami tidak wajib 
memberikan maskawin kepada mempelai wanita saat akad 
nikah. Sebab, seandainya dia memberikan maskawin, 
berarti dia telah mempertunjukkan perceraian sebelum 
akad nikah terjadi, seperti halnya maskawin yang sudah 
ditentukan jumlahnya secara shahih. Al-Quran telah 
menyinggung masalah tersebut, dan dalam kasus ini suami 
tidak wajib memberikan maskawin selain mut’ah.14  
Apabila suami berhubungan intim dengan wanita yang 
menyerahkan diri (mufawwadhah), dia tetap wajib membayar 
mahar mitsil. Menurut pendapat yang ashah, mahar mitsil 
bagi mufawwadhah dihitung saat akad berlangsung. Hal itu 
karena mahar mitsil ini dituntut untuk diberikan sebagai 
kewajiban sebab hubungan intim. Wanita itu juga berhak 
menuntut suaminya untuk menyerahkan maskawin 
sebelum hubungan intim, agar dia benar-benar bias 
menyerahkan dirinya dengan tulus. Dia juga boleh 
menolak jamahan sang suami sebelum maskawin 
diserahkan kepadanya. Dia juga  boleh menutup diri agar 
maskawin yang sudah ditentukan besarnya diserahkan 
secara tunai,seperti halnya maskawin dalam akad nikah.15 
Adapun untuk maskawin yang ditangguhkan, istri 




maskawin yang sudah disebutkan dalam akad. Untuk 
maskawin yang akan ditetapkan calon suami, 
dipersyaratkan adanya keridhaan calon istri, sebab 
maskawin merupakan hak istri. Namun menurut pendapat 
yang azhar, pengetahuan kedua mempelai saat sama-sama 
menyepakati nilai maskawin yang sesuai mahar mitsil tidak 
dipersyaratkan, sebab mahar mitsil bukan pengganti 
maskawin, tetapi yang wajib hanya salah satunya.16 
C. Penutup 
Akibat hukum dari nikah tafwidh yaitu yang pertama, 
terhadap hak dan kewajiban suami istri, suami 
bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga serta 
menjadi pelindung bagi keluarga, sementara istri 
berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Kedua, 
terhadap hubungan orang tua dan anak, orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan anak 
wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 
orang tua dengan baik . Ketiga, terhadap harta benda 
perkawinan, suami tidak wajib untuk membayar mahar jika 
belum campur/ dukhul, cukup membayar mut’ah 
(pemberian). Mahar penuh wajib diberikan apabila telah 
dukhul atau diantara suami/istri meninggal sebelum 
dukhul. 
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